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PERATURAN BUPAT! BEKASI
MOMOR 509 ahwn205

TENTANG

PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAE” "H
KABUFATEN BEKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

a3

BUPATI BEKASI,

bahwa dalam rangka lebih mengoptimaikan pelaksanaan AFBD
Kabupaten Bekasi, maka penatausahaan keuangan daerah yang
semula ditetapkan melalui Peraturan Bupati Bekasi Nomar 5 Tahun
2013 perlu ditinjau dan disesuaikan kembali;

pahwa penyesuaian penalausahaan keuangan daerah lersedul,
khususnya terhadap para pejabat yang mempunya kewenangan
dalam proses pelaksanaan APBD perlu disesuaikan dengan tugas
pokok dan fungsinya,

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf a dan huruf b, Penatausahaan Keuangan Daerah tersebut
perlu ditetapkan kembali dengan Peraturan Bupati Bekast.

. Undang-Undang MNomor 14 Tahun 1850 tentang Pembentukan

Daerah - Daerah Kabupaten Dalam Lingkurgan Propinsi Jawa
Earat {Berita Negara Tahun 1950);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1599 tentang Penyelenggaraan
Megara vang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Mepotisme
(Lembaran Megara Republik Indenesia Tahun 1888 Momer 75,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2337,

. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Nagara

{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4255),
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
MNegara (Lembaran MNegara Rspublik Indonesia Tahun 2004
Nomor 5§, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Momor 4355);

Undang-Undang MNomor 15 Tahun 2004 tentang Pemariksaan
Pengelolaan dan  Pertanggungjawaban Keuangan Negara
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 MNomor 66,
Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4400);
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimpangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomar 4425)



7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daserah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomer 244, Tambahan Lembaran Negara Republis Indonesia

Nomor 5587);
f. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2006 tentang Frngeiolaan

Keuangan DaerahiLembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Momor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4578);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pernbagian
Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemenntahan Daerah
Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran
MNegara Republik Indonesia Tahun 2007 MNomor 82 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar
Akumtansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Momaor 5165);

11. Peraturan Menteri Dalam Negerl Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah
beberapa kaili diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam
Negen MNomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Menteri Dalam Negerl Nomor 13 Tahun 2006 teniang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

12 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang
Tata Cara Penatausahaan Laporan Pertangoungawaban
Bendahara serta Penyampaiannya;

13.Peraturan Menteri Dalam MNegeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang
Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yarg Bersumber
Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Megeri Nomor 38 Tahun
2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Megeri
Momor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan
Bantuan Sosial Yang Bersumber Dan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah;

14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 tahun 2013 tentang
Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akruzl parda
Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013
Nomaor 1425);

153. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 8 Tahun 2014 teniang
Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi (Lembaran

.  Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2014 Nomor 8);

16. Peraturan Bupati Bekasi Nomer 93 tahun 2014 tentang Petunjuk
Teknis Pengadaan BarangiJasa di lingkungan Pemerintah
Kabupaten Bekasi

MEMUTUSIKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BEKAS! TENTANG PENATALSAHAAN
KEUAMGAN DAERAH KABUPATEN BEKASI.

BAB |
KETENTUAN UMUM

Bagian Pertama
Pengertian

Pasal 1

Dialam Peraturan Bupat ini, yang dimaksud dengan
1. Daerah adalah Kabupaten Bekasi.
2. Kepala Daerah adalah Bupati Bekasi,
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Pemerintah Daerah adalah Bupati dan seluruh perangkat daerah sebagsé unsur
penyelenggara pemerintah daerah.

Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah daism rangka
penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk
didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan xewaliban
daerah tersebut.

Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegistan yang meliputi
perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan
pengawasan keuangan daerah.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkst APBD adalah
rencana keuangan tahunan Pemerintah Kabupaten Bekasi yang dibahas dan
digetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi.

Organisasi adalah unsur pemenntahan daerah yang terdiri dari DPRD  BunatiWWakil
Bupati dan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut OPD adalah Satuan Kerja
Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi;

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjultnya disingkat SKFPL adalah
perangkat daerah pada Pemerintah Kabupaten Bekasi selaky pengguna

anggaran/pengguna barang.

. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD

adalah perangkat daerah pada Pemernntah Kabupaten Bekasi selaku pengguna
anggal:an!penggu:ﬁa barang, yang juga melaksanakan pengelolazn keuangan
daerah.
Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah Bupati yang karena
jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan
keuangan daerah.
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkst PPKD adalah
Kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang selanjutnya disebut dengan
Kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan
bertindak sebagai bendahara umum daerah.
Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah 2PxD yang
bartindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah.
Fengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan pengunaar anggaran
untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunasn barang
milik daerah.
Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat Kuasa BUD adalah
pejabat yang diben kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas Bendanara Umum
Daerah (BUD)
Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan
sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas
dan fungsi SKPD.
Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD yang selanjutnya disingt 3 PRIC-SKPD
31?1? peFilaI::«a‘t yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangqn pada BKPD

jabat EErJ-:sa_na Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PETK adalah
pejabat pada unit kerja SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan
dan suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.
Eend:_ahara Penerimaan adalah pejabat fungsional vang ditunjuk menerima
menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang;
pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD .
Eendghara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjiuk menerima
menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan msmp-ertanggungjawat:mﬂr;
;?{rl?numk keperiuan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada
Lf't:t E:E:r ;S:Erhugt::gnfn dart SKPD Kabupaten Bekasl yang melaksanakan saty
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Urusan Pemerintahan adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang meniadi hak dan
kewajiban setiap tingkatan dan/atau susunan pemerintzh Kabupaten Bekzei untuk
mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut vang menjadi kewanangannya
dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan. dar mensciahterakan
masyarakat, M,
Frogram adalah penjabaran kebijakan SKPD dalam bentuk upaya yarg berisi satu
atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk
mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi SKPD.

Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu s1au lebih unit
kena pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu
program dan terdini dari sekumpuian tindakan pengerahan sumber daya haik yang
berupa personal (sumber daya manusia), barang modal termasuk paralatan dan
teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya
tersebut sebagai masukan (inpuf) untuk menghasilkan kelugran (outout) daiam
bentuk barangjasa.

Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang Pemerintah Kabupaten
Bekasi yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah
dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah.

Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uvang
Pemerintah Kabupaten Bekasi yang ditentukan oleh Bupali Bekasi untuk
menampung seluruh penerimaan Pemerintah Kabupaten Bekasi dan diqunakan
untuk membayar seluruh pengeluaran Pemerintah Kabupaten Bekasi nada bank
yang ditetapkan.

Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas daerah.

Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas daerah.

Fendapatan Dasrah ada'ah hak Pemerintah Kabupaten Bekasi yang diakui sebagai
penambah nilai kekayaan bersih,

Belanja daerah adalah kewajiban Pemerintah Kabupaten Bekasi yang diakui
sebagai pengurang nilai kekayaan bersih,

Surplus Anggaran Daerah adalah selisih lebih antara pendapata | dasrah dan
belanja daerah.

Defisit Anggaran Daerah adalah selisih kurang antara pendapatan daerah dan
belanja daerah.

Fembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang peru dibayar kembali
dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang
bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SILPA adalah selisih
lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama salu periode

anggaran.

. Dokumen Pelaksanaan  Anggaran SKPD yang selanjutnya  disingkat

DPA-SKPD adalanh dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan
pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna
anggaran,
Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat
D;;:S.sn-:m adalah dokumen yang memuat perubahan pendapatan, belanja dan
PEMBiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan perubahan an
pengguna anggaran. o TR
Angg;ran Kas adalah dokumen perkiraan arus kas masuk yang bersumber dari
peEnenmaan dan perkiraan arus kas keluar untuk mengatur ketersediaan dana vang
CUKUR guna mendanai pelaksanaan kegiatan.
EL;I‘EI[ tF'ekr;yemaasr;d Dana yang selanjutnya disingkat SPD adalak dokumen yang
Mmenyalakan tersedianya dana untuk melaksanakan ia ] +
sty kegiatan sebagai dasar
Surat Permintaan Pembayaran yang selanjut IS

=rmir P nya disingkat SPP adalah dokumen
yang diterbitkan oleh pejabat yang bertangung jawab atas palaksanaan
kegiatan/bendahara Pengeluaran untuk mengajukan pemmintaan pembayaran.



41,

42.

43

44,

45

45,

47,

48.

49,

21,

(1

SPP Uang persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-UP adaiali dokumen yang
d'ra:qkar't oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan uang muka kerja yang
bersifat pengisian kembali (revolving) yang tidak dapat dilakukan dengan
pambayaran langsung.

SPP Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SFIP.GU adaiah
dokumen vyang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan
pengganti uang persediaan yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran
langsung.

SPP Tambahan Uang Persedizan yang selanjutnya disingkat SPP-TU adalah
dokumen yang diajukan  oleh bendahara pengeluaran uniuk permintaan
tambahan uang persediaan guna melaksanakan kegiatan SKPD yano bersifat
mendesak dan tidak dapat digunakan untuk pembayaran langsung dan uang
persediaan,

SFF Langsung yang selanjutnya disngkat SPP-LS adalah dokumen yang diajukan
oleh bendahara pengeluaran untuk  permintaan  pembayaran langsung
kepada pihak ketiga atas dasar perjanjian kontrak kerja atau surc . perintah kerja
lainnya dengan jumiah, penerima, peruntukan, dan wakiu pembayaran tertentu
yvang dokumennya disiapkan oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
(PPTK)

Lembar Verifikasi adalah lembar hasil penelitian dokumen permintaan pembayzaran
yang diterbitkan PPK-SKPD.

Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adaiah dokuman yang
digunakan/diterbitkan cleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk
penerbitan P20 atas beban pengeluaran DPA-SKPD,

Surat Perintah Membayar Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat
SPM-TU adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa
Pengguna Anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD
yang d'rpe_rgunakan sebagai uang persediaan untuk mendanai kegiatan. -~

Surat Perintah Membayar Ganti Uang persediaan yang selanjutnya disingkat SPM-
GU adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa pengguna
anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD yang
dananya  dipergunakan  untuk mengganti uang persediaan yang telah
dibelanjakan.

Surat Perintah Membayar Tambahan Uang Persediaan yang selanjuinya disingkat
SPM-TU adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa
Pengguna Anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD,
karena kebutuhan  dananya melebihi dar jumlah batas pagu  uang

persediaan.

. Surat Perintah Membayar Langsung yang selanjutnya disingkat SPM-LS

adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa anggaran untuk
penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD kepada pihak ketiga

Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumean
yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oieh BUD
berdasarkan SPM.

Bagian Kedua
Ruang Lingkup

Pasal 2

Penatausahaan keuangan dasrah yang diatur dalam ini ' '

_ peraturan ini sebagai bagian
dari pengelolaan keuangan daerah, yaity serangkaian proses pelaxsan%an
penerimaan dan pengeluaran kas daerah dalam rangka pelaksanaan APBD yang
memp_akan semua hak dan kewajiban daerah untuk penyelenggaraan uwrusan
{I?iﬁ;n;:;ntah Hat:up;mn kEeHasi yang dapat dinilai dengan uarg termasuk

nnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan denaan hak i
Pemerintah Kabupaten Bekasi. E - AP
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Penatausahaan Keuangan Daerah dalam peraturan ini juga menjelaskan azaz
umum, fugas dan wewenang yang mengatur pemisahan kewenang an anlara yang
memerintahkan, menguji, dan yang menerima dan/atau mengeluarkan uang dalam
melaksanakan peanerimaan dan pengeluaran kas sesuai tugas. fungsi, dan
tanggung jawab dalam rangka pelaksanaan APBD.

Bagian Ketiga
Azaz Umum Penatausahaan Keuangan Daerah

Pasal 3

Semua penenmaan dan pengeluaran daerah harus dianggarkan dalam APBL dan
dilakukan melalui rekening kas daerah yang dikelola oleh BUD.

Penerimaan kas daerah setagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah hak
Pemerintah Kabupaten Bekasi untuk pendapatar “1erah yang didukung dengan
bukbi-pukli adminisrasi yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pengeluaran kas daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kewajiban
Pemerntah Kabupaten Bekasi untuk menyelenggarakan urusan pemerintah
daerah dan membayar tagihan pihak ketiga yang merupakan belanja daerah
dengan didukung bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggunigiawabkan.
Fungsi pelaksanaan pengujian dan memerintahkan dalam rangka penerimaan atau
pengeluaran daerah berada dalam kewenangan SKPD,

Pejabat yang menandatangani surat bukti untuk pengesahan aokumen yang
menjadi dasar penerimaan atau pengeluaran daerah dalam rangka pelaksanaan
APBD bertanggung jawab terhadap kebenaran material dan akibat yang timbul dari
penggunaan surat bukti tersebut,

Penerimaan SKPD dilarang digunakan langsung untuk membiayai pengeluaran,
kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.

Jumlah belanja yang dianggarkan dalam APBD merupakan batas tertinggi untuk
setiap pengeluaran belanja.

Fejabat yang mempunyai kewenangan sesuai fugas dan fungsinya dalam rangka
pererimaan atau pengeluaran daerah wajib menyelenggarakan penatausahaan
keuangan daerah sesuai dengan peraturan bupati ini,

BAB Il
TUGAS DAN KEWENANGAN

Pasal 4
Pemegang Kekuasaan Keuangan Daerah

Bupati adalah pemegang kekuasaan pengelolaan kauangan daerah dan mewakili
Pemerintah Daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkzn.
Pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) mempunyai kewenangan
- menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBD:
- menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang daerah:
- menetapkan kuasa pengguna anggaran/pengguna barang;
. menetapkan berdahara penerimaan dan/atau bendahara pengeluaran;
- menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pemungutan  penerimaan
daerah;
menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan utanyg dan piutang
daerah;
9. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan barang milik dasrah:
dan
h. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengujian atas tagihan dan
memerintahkan pembayaran,

[ 0w R o B
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Bupati selaku pemegang kekuasaan pengeloiaan keuangan daerah melimpahkan

sebagian atau seluruh kekuasaannya pada ;

a. Sekreianis Daeran selaku koordinator pengelola keuangan daerah;

b. Kepala SKPKD selaku PEKD: dan

¢, Kepala GSKPD selaku pejabat pengguna  anggaran/penggunz  barang
daerah.

Pelimpahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan kepuiusan

Bupati berdasarkan prinsip pemisahan kewenangan antara vang mamerintahkan,

menguji dan yang menerima/mengeluarkan uang.

Pasal §
Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah

Sekretans Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a berkaitan dengan peran dan fungsinva

dalam membantu Bupati menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan

penyelenggaraan urusan pemerintahan dasrah termasuk pengelolasn keuangan

daerah.

Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah sebagaimana

dimaksud pada ayat {1) mempunyai tugas koordinasi di bidang ;

. penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan APBD:

. penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan barang daerah,

. penyusunan rancangan APED dan rancangan perubahan APBD:

. penyusunan Raperda dan pertanggungjawaban pelaksanaan APED:

- iugas-tugas pejabat perencana daerah, PPKD, dan pejabat pengawas keuangan

daerah; dan

f. penyusunan laporan keuangan daerah dalam rangka pertanugungjawaban
pelaksanaan APBD.

Selain mempunyai tugas koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat {1)

Sekretans Daerah mempunyai tugas yang berkaitan dengan Sistem dan Erosedur

Penatausahaan adalah sebagai berikut -

a. menyiapkan pedoman pengelolaan barang daerah:

b. melaksanakan tugas-tugas koordinasi pengelolaan keuangan daerah lainnya
berdasarkan kuasa yang dilimpahkan cleh Bupati,

Koordinator pengelolaan keuangan daerah bertanggung jawab atas pzlaksanaan

tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) kepada Bupati

M QL0 W

Pasal 6
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

Kepala SKPKD selaku PPKD sebagaimana dimaksud dalam Pa al 4 ayat (3)

huruf b mempunyai tugas

a. menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan daerah:

b. menyusun rancangan APBD dan rancangan Perubahan APBD:

c. melaksanakan pemungutan pendapatan daerah yang telah ditetackan dengan
Peraturan Daerah;

d. melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah:

€. menyusun laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban
pelaksanaan APBD: dan

f. melaksanakan tugas lainnya berdasarkan kuasa ya #:g dilimpahkan oleh Bupati.

PPKD dalam melaksanakan fungsinya selaku BUD berwénang |

a. menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan AF#!D;

b. mengesahkan DPA-SKPD;

¢. melakukan pengendalian pelaksanaan APBD:

d. memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerdmaan dan pengeluaran
kas daerah; '

2. menetapkan SPD;



i menyiapkan pelsksanaan pinjaman dan pemberian pinjaman atas nama
Pemerintah Daerah,
4. melaksanakan sistemn akuntansi dan pelaperan keuangan daerah;
h. menyajikan informasi keuangan daerah; dan
i melaksanakan kebijakar dan pedoman pengelolaan serta penghapusan barang
milik daerah. |
{3) PPKD selaku BUD dalam menunjuk pejabat di lingkungan satuan kana pengelola
keuangan daerah selaku kuasa BUD. .
{4) PPKD bertanggung jawab atas pelaksanaan tuoasnya kepada Bupati melalui

Sekretaris Daerah,

Pasal 7

(1) Penunjukan kuasa BUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayal (3) ditetapkan

dengan Keputusan Bupati. . _
{2} Kuasa BUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas sebagai

berikut
. Menyiapkan anggaran kas;
. menyiapkan SPL);
menerbitkan SP2D;
menyimpan seluruh bukti ash kepemilikan kekayaan daerah,
. memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBED oleh bank/dan atau
lembaga keuangan lainnya yang ditunjuk;
meangusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBL);
menyimpan uang daerah;
. melaksanakan penempatan uang daerah dan mengelola/menatausahakan
investasi
i. melakukan pembayaran berdasarkan permintaan pejabat pengguna anggaran/
kuasa pengauna anggaran atas beban rekening kas umum daerah;
;. melaksanakan pemberian pinjaman atas nama Pamerintah Daerah,
k. melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah; dan
I. melakukan penagihan piutang daerah.
(3) Kuasa BUD bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada BUD.
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Pasal 8

FPKD dapat melimpahkan kepada pejabat lainnya dilingkungan SKPKD untuk

melaksarakan tugas-tugas sebagai berikut yang berkaitan dengan Sislemn dan

Prosedur Penatausahaan adalah sebagai berikut .

a, menyusun rancangan APBD dan rancangan Perubahan APBD:

b. melakukan pengendalian pelaksanaan APBL); :

c. menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberan jaminan alas nama
Pemerintah Daerah;

d. melaksanakan sistemn akuntansi dan pelaporan keuangan daerah,

2. menyajikan informasi keuangan daerah; dan

. melaksanakan kebijakan dan padoman pengelolaan sera penghapusan barang
milik dagrah.

Pasal
Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Daerah

Kepala SKPD selaku pejabat pengguna anggaran/pengguna barang daerah

sebagaimana dimaksud dalam Pasal & ayat (3) huruf ¢ mempunyai tugas -

a.  menyusun RKA-SKPD

b. menyusun DPA-SKPD

¢. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atazs beban anggaran
belanja;
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melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya,

melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak;

mengadakan katan/perjanjian kernasama dengan pihak l!ain dalam batas
anggaran yang telah ditetapkan,;

menandatangani SPM; 1

mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggung jawab SKPD yang
dipimpinnya; al _
mengeicla barang milik dasrah/kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawab
SKPD yang dipimpinnya; =

menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya:
mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya;

melaksanakan tugas-tugas pengguna anggaran/pengguna tarang lainnya
berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Bupati; dan

bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Bupati melalui Sekretaris
Daerah.

Pasal 10

Dalam rangka pengadaan barangfasa, Psngguna anggaran bertindak sebagai
Pejabat Pembuat Komilmen sesuzi peraturan ¢- ndang-undangzn di bidang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah,

Dalam rangka pengadaan barang/jasa sebagaimana ayat (1), Pengguna anggaran
dapat menunjuk Pejabat Pembuat Komitmen sesuai peraturan perundang-
undangan di bidang Pengadaar, Barang/Jasa Pemerintah.

Pasal 11

Pejabat pengguna anggaran/pengguna barang dalam melaksanakan tupas-tugas

sebagaimana dmaksud dalam Pasal 9 dapat melimpahkan sebagian

kewenangannya kepada Kepala Unit Kerja pada SKPD selaku kuasa pengguna

anggaran/kuasa pengguna barang.

Pelimpahan sebagian kewenangan sebagaimana tersebut pada ayat (1)

berdasarkan :

. pertimbangan tingkatan dasrah

. besaran SKPD

besaran jumlah uang vang dikelola

. beban kerja

. Lokasi

kompetensi dan/atau rentang kendali, dan/atau

. pertimbangan chjektif lainnya,

Pelimpahan sebagian kewenangan sebagaimana dimaksud pads ayat (1)

ditetapkan oleh Bupati awas usul Kepala SKPD,

Pelimpahan sebagian kewenangan sebagirmana dimaksud pada ayat (1), meliputi |

3. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas bebzn anggaran
belanja;

b. melaksanakan anggaran unit kerja yang dipimpinnya;

c. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran

d. mengadakan ‘katan/peranjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas
anggaran yang telah ditetapkan;

2. menandatangani SPM-LS dan SPM-TU:

f. mengawasai pelaksanaan anggaran unit kerja yang dipimpinnya: dan

9. melaksanakan tugas-tugas kuasa pengguna anggaran lainnya berdassrkan
kuasa yang dilirmpahkan oleh pejabat pengguna anggaran.

Kuasa pengguna anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung

jawab  atas pelsksanaan  tugasnya kepada pengguna anggaran/pengguna

barang.
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Dalam pengadaan barangfiasa, Kuasa Pengguna Anggaran sebagimana dimaksud
pada ayat (1) sekaligus berfindak sebagal Pejabat Pembuat Komitmen sesuai
peraturan perundang-undangan di bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah,

Pasal 12
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

Pejabat  pengguna anggaran/pengguna barang dan kuasa pengguna
anggaran/kuasa pengguna barang dalam melaksanakan program dan kegiatan
menLunjuk pejabat pada unit kerja SKPD selaku PPTK.

Penunjukan pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan
pertimbangan kompetensi jabatan, anggaran kegiatan, bebar kera, lokasi,
danfatau rentang kendali dan pertimbangan objektif lainnya.

PPTK yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) benanggung jawab atas
pelaksanaan tugasnya kepada pengguna anggaran/pengguna barang.

PPTK yang ditunjuk oleh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab
atas pelaksanaan tugasnya kepada kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna
barang.

PPTK yang ditunjuk cleh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas
mencakup ;

a. mengendalilkan pelaksanaan kegiatan;

b. melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan; dan

¢. menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.
Dokumen anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf ¢ mencakup
dokumen administrasi kegiatan maupun dokumen administrasi yang terkait dengan
persyaratan pembayaran yang ditetapkan sesuai Peraturan Bupat! ini.

Pasal 13
Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK-SKFPD)

Untuk melaksanakan anggaran yang dimuat dalam DPA-SKPD, Kepala 3KPD

menstapkan Sekretars SKPD untuk melaksanakan fungsi tata usaha keuangan

pada SKPD sebagai PPK-SKPD.

PPK-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas

a. meneliti kelangkapan SPP-LS pengadaan barang dan jasa yang ditetapkan
sesual Peraturan Bupati ini, yang disampaikan oleh Bendahara Pengeluaran
dan diketahui/disetujui PPTK

b. menelitt kelengkapan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU dan SPP-LS Gaji dan

Tunjangan PNS serta penghasilan lainnya yang ditetapkan sesuai Feraturan

Bupati ini, yang diajukan oleh bendahara pengeluaran,

melakukan verifikasi SPP,

menyiapkan SFM;

melakukan verifikasi harian atas penanmaan;

melaksanakan akuntansi SKPL: dan

. menyiapkan laporan keuangan SKPD,

FPK-SKPD tidak boleh merangkap sebagai pejabat yang bertugas melakikan

pemungLian penermaan negara/daerah, bendahara, dan/atau PETE.
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Pasal 14
Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran

Bupati atas usul PPKD mengangkat bendahara penerimaan dan penyeluaran untuk
gﬁ?gﬁ”ﬁkan tugas kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran pada
Bendahara penerimaan dan bendakara pengeluaran sebagaimana dimaksud pada
ayat {1) adalah pejabat fungsicnal

Ly
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Bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran dilarang melakukan, baik
secara langsung maupun tidak langsung, kegistan perdagangan, pekerjaan
pen?bnrmgan dan penjuaian jasa atau bertindak sebagai penjamin  atas
xegiatan/pekerjaan/penjualan tersebut, serta menyimpan uang pada suatu bank
alau lembaga keuangan lainnya atas nama pribadi.

Dialam hal Pengguna Anggaran melimpahkan sebagian wewenangnya kepada
Kuasa Pengguna Anggaran, maka Bupati menetapkan bendahara penerimaan
pembantu dan bendahara pengeluaran pembantu.

Bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran secara  fungsional
bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada PPKD selaku BUD.

Pasal 15

lam hal bendahara berhalangan, maka :

apabila melebihi 3 (tiga) hari sampai selama-lamanya 1 (satu) bulan, bendahara
tersebut wajib memberikan surat kuasa kepada pejabat yang ditunuk untuk
melakukan tugas-lugas bendahara atas tanggung jawab benoahara yang
barsangkutan dengan diketahui Kepala SKPD:

- apabila melebihi 1 (satu) bulan sampai selamadamanya 3 (tiga) bulan, harus

ditunjuk pejabat bendahara diadakan berita-acara serah-terima;

apabila bendahara sesudah 3 (tiga) bulan belum juga dapat melaksarakan tugas,
maka dianggap yang bersangkutan telah mengundurkan diri atau berhenti darj
jabatan sebagai bendahara dan cleh karena itu segera diusulkan penggantinya,

BAB I
STRUKTUR DAN PELAKSANAAN APBD

Bagian Pertama
Struktur APBD

Pasal 16

Penenmaan daerah terdiri dari pendapatan daerah dan penermaan pembiayaan
daerah,

Pendapatan daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) dikelompokar, atas -

a. Pendapatan Asli Daerah (PAD);

b. Dana perimbangan; dan

¢. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

F'Enar'rrnaslm pembiayaan daerah sebagaimana pasal (1) adalah semua penerimaan
yang periu dibayar kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun
pada tahun-tahun anggaran benkutnya, meliputi :

4. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya (SiLPA);

b. Pencairan dana cadangan;

c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisatkan:

d. Penerimaaan pinjaman daerah:

e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman; dan

f. Penerimaan piutang daerah.

Pasal 17

Pengeluaran daersh iri dari i -
dae?a o terdiri dari belanja dasrah dan pengeluaran pembiayaan

g:r?ﬁja daerah sepagimana dimaksud ayat {1) menurut kelompok belanja terdiri
a. Belanja tidak langsung; dan
b. Belanja langsung



{3)
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(3

(1}
(2}

(3)

(1)

Belanja fidak langsung sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a merupakan belanja
yang dianggarkan hidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan
=egiatan, dibagi menurut jenis belanja yang terdin dari

. belanja pegawai

. bunga;

subsidi;

. hibah;

. bantuan sosial;

belanja bagi hasi;

. bantuan keuangan; dan

. belanja tidak terduga.

Belanja langsung sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b merupakan telanja yang
dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan,
dibagi menurut jenis belanja yang terdiri dari :

2. belanja pegawal;

b, belanja barang dan jasa; dan

¢, belanja modal.

Pengeluaran pembiayaan daerah sebagimana dimaksud avat {1 adalah
pengeluaran yang akan diterima kembali pada tahun anggaran yang bersangkutan
maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya, terdiri dari ;

a. Pembentukan dana cadangan;

b. Penanaman modal (investast) pemerintah daerah;

¢. Pembayaran pokok hutang; dan

d. Pemberian pinjaman daerah.
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Bagian Kedua
Pelaksanaan APBD

Paragraf 1
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Daerah

Pasal 18

Setiap pendapatan daerah harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.

Penerimaan daerah disetor ke rekening kas umum daerah pada bank pemerintah

vang ditunjuk, dilakukan dengan cara :

a. disetor langsung ke bank pemerintah yang ditunjuk secara tunai oleh pihak
ketiga,

b. disa%.ﬂ{ melalui bank lain, badan, lembaga keuangan daniatau kantor pos aleh
pihak ketiga (Kinman Uang/Kliring antar bank); dan

c. disetor melalui bendahara penerimaan.

Bank pemerintah yang ditunjuk sebagaimana dimaksud ayat (2} ditetackan dalam

Keputusan Bupati.

Pasal 19

Komisi, rabat , potongan atau pendapatan lain dengan nama dan dalain bentuk
apapun yang dapat dinifai dengan uang. baik secara langsung sebagai akibat dari
penjualan, tukar-menukar, hibah, asuransi dan/atau pengadaan barany dan jasa
termasuk pendapatan bunga, jasa giro atau pendapatan lain sebagai akibat
penyimpanan dana anggaran pada bank serta pendapatan dari hasil pemanfaatan
barang daerah atas kegiatan lainnya merupakan pendapatan daerah,

(2} Semua pendapatan dana perimbangan dan lain-iain pendapatan daerah yvang =ah

gilakSﬁnakan melalui rekening kas umum daerah dan dicatat sebagal pendapatan
aerah.
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Pasal 20

Pengembalian atas kelebihan pendapatan dilakukan dengan membebankan pada
pendapatan yang bersangkutan untuk pengembalian pendapatan yang ferjadi
datam tahun yang sama.

Untuk Pengembalian kelebihan pendapatan yang terjadi pada tahun-tahun
zebelumnya dibebankan pada belanja tidak terduga.

Pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus didukung
dengan bukti yang lengkap dan sah.

Paragraf 2
Pelaksanaan Anggaran Belanja Daerah

Pasal 21

1) Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang

lengkap dan sah. . : :
Bukii sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ditandatangani dan/atau

disahkan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab sesuai tugas dan
fungsinya atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan bukti
dimaksud.

Pengeluaran kas yang mengakibatkan beban APBD tidak dapat dilakukan sebeium
rancangan peraturan daerah tentang APBD ditetapkan dan ditempattan dalam
lembaran daerah,

Fengeluaran kas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) fidak termasuk untuk
belanja yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib yang ditetapkan
dalam keputusan Bupati.

Belanja yang bersifat mengikat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan
biaya yang dibutuhkan secara terus-menerus, seperti belanja pegawai, belanja
barang dan jasa. .
Belanja yang bersifat wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (4} adalah belanja
untuk tefaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar
masyarakat antara lain pendidikan dan kesehatan dan/atau melaksanakan

kewajiban kepada pihak ketiga.
Pasal 22

Pemberian subsidi, hibah, bantuan sosial, dan bantuan keuangan dilaksanakan
atas persetyjuan Bupati yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Bupati.

Penerima Subsidi. hibah, bantuan sosial, dan bantuan keuangan scoagaimana
pada ayat {1) beranggung jawab atas penggunaan uang/barang dan/atau |asa
yang diterimanya dan wajib menyampaikan laporan pertanggunyjawaban
penggunaannya kepada Bupati melalui SKPD terkait.

Tata cara pemberian dan pertanggungjawaban subsidi, hibah, bantuan sanial 4an
bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam
Feraturan Bupati.

Pasal 23

Dasar pengeluaran anggaran belanja tidak terduga yang dianggarkan dalam APBD
untuk mendanai pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, seper tanggap
darurat, penanggulangan bencana alam dan/atau bencana sosial ‘ermasuk
pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang
tet:‘alh ditutup ditetapkan dengan Keputusan Bupati dan diberitahukan kenada DPRD
paiing lama 1 {satu) bulan terhitung sejak keputusan dimaksud ditetapkan,



(<)

(3)

(&)

(5)

{(5)

{2)

(3)
(4)

(3}

Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya

memenuhi kriteria sebagai bertkut ¢

a. bukan merupakan kegiatan normal dar aktivitas pemerintah daermah dan tidak
dapat diprediks: sebelumnya;

b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;

c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah; dap :

d memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan
yang disebabkan oleh keadaan darurat,

Pengeluaran belanja untuk tanggap darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

berdasarkan  kebutuhan yang diusulkan dari  SKPD  terkail  sefelah

memperimbangkan efisiensi dan efektifitas serta menghindari  adanya

tumpang tindih pendanaan terhadap kegiatan-kegiatan vang telah didanai dari

APBD atau APEN, dan selanjutnya diusulkan dalam rancangan p=rubahan

APBD

Pengeluaran belanja tanogap darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

termasuk belanja untuk keperluan mendesak dengan kriteria yang ditetapkan dalam

peraturan daerah tentang APBD, mencakup :

& program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggaiannya belum
tersedia dalam tahun anggaran berjalan; dan

B. keperiuan rendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkar: kerugian
yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan ma: “arakat.

Pengeluaran belanja tanggap darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

diformulasikan tarlebih dahulu dalam RKA-SKPD, kecuali untuk kebutuhan tanaaap

darurat bencana dilakukan dengan pembebanan langsung pada belanja tidak

terduga.

Kepala SKPD penerima dana tanggap darurat bertanggungjawab atas pEnggunaan

dana tersebut dan wajib menyampaikan |aperan realisasi penggunuan kepada

Bupati.

Pasal 24

Untuk kelancaran pelaksanaan tugas SKPD, kepada pengguna anggaranfkuasa
pengguna anggaran dapal diberikan uang persediaan yang diajukan oleh
pendahara pengeiuaran untuk uang muka keda yvang bersifal pengisizn kembali
{revolving) yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.

Penetapan jumiah uang persediaan dan batas pertanggungjawaban  untuk
pengisian kembali uang persediaan sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur lebih
lanjut dalam Keputusan Bupati

Pasal 25

} Tambahan uang persediaan dapat  diajukan olah bendahara

pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu guna melaksanakan kegiatan
SKPD yang bersifat mendesak karena kebutuhan dananya melebihi saluo uang
persediaan dan tidak dapat menggunakan pembayaran langsung.

Kegiatan SKPD yang bersifat mendesak sebagaimana dimaksud ayat (1)
merupakan kegiatan yang harus segera dilaksanakan karena telah mengalami
perubahan jadwal pelaksanaan yang telah direncanckan dan diakibaikan diluar
kendali pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran,

Besaran nilai tambaban wang persediaan sebagaimana dimaksud ayat (1)
berdasarkan persetujuan PPKD

Tambahan uang persediaan sebagaimana dimaksud ayat {1) harus habis
digunakan dan dipertanggungjawabkan dalam 1 {satu) bulan, dan dalam hal dana
tambahan uang persediaan tidak hahis digunakan dalam 1 isatu) bulan, maka sisa
tambahan uang disetor ke rekening kas daerah

Ketentuan batas waklu penyetoran sisa tambahan uang sebagaimana dimaksud
pada ayat (4} dikecualikan untuk -



& kegiatan yang pelsksanaannya melebihi 1 (satu) bulan:

b kgghgtan yang mengalami penundaan dari jadwal yang telah ditelapkan yang
diakibatkan oleh penstiwa di luar kendali PA/KPA maka dipertanggungjawabkan
pada pericde berakhirnya kegiatan dimaksud, dengan melengkani nota dinas
pemberitahuan kepada PPED.

Pasal 26

Bendahara pengeluaran sebagas wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak
Binnya, wajib menyetorkan selurub penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya
k= rekening kas negara pada bank yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan sebagai
bank persepsi atau pos giro dalam jangka waktu sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan

Paragraf 3
Pelaksanaan Anggaran Pembiayaan Daerah

Pasal 27

Sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya merupakan penerimaan
pembiayaan yang digunakan untuk ;

a

B
=3

(1)

(2

(2

(4)

(5}

(1)

menutupl defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih keal danpada
realisasi belanja;

mendanai pelaksanaan kegiatar lanjutan atas beban belanja langsung.

mendanal kewajiban lasinnya yang sampal dengan akhir tahun anggaran belum

diselesaikan,
Pasal 28

Pelaksanaan kegiatan lanjutan sebagaimana dimaksud pada Pasai 22 huruf b
didasarkan pada DPA-SKPD yang telah disahkan kembali oleh PPKD menadi DPA

Lanjutan SKPD (DPAL-SKFD) tahun anggaran berikutnya.

Untuk mengesahkan kembali DPA-SKPD menjadi DPAL-SKFD sebagaimana
dimaksud ayat (1), kepala SKPD menyampaikan laporan akhi raalisasi
palaksanaan kegiatan fisik dan non-fisikk maupun keuangan kepad~ PPRD paling

lambat bulan Desember tahun anggaran berjalan.
Jumilah anggaran dalam DPAL-SKPD dapat disahkan setelah terlebin dahulu

dilakukan pengujtan terhadap :
a. sisa DPA-SKPD yang belum diterbitkan SPD danfatau belum diterbitkan SP2D

atas kegiatan yang bersangkutan,
b. Sisa SPD yang belum diterbitkan SPP, SPM atau SP2D ; dan

c. SF2D yang belum diuangkan,
DPAL-SKPD yang telah disahkan sebagaimana dimaksud pada ayal {1} dapat

dijadikan dasar pelaksanaan penyelesaian pekerjaan dan/atay penyelesaian

pembayaran.
Pekerjaan yang dapat dilanjutkan dalam bentuk DPAL memenuni kriteria saciai
peraturan perundang-undangan di bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintzh.

BAB IV
PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAERAH

Bagian Pertama
Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan Daerah

Pasal 29 ,

Untuk pelaksanaan APBED, Bupati Bekasi menetapkan -
a. pejabat yang diberi wewenang menandatangani SPD:

1&



b. pejabat yang diberi wewenang menandatangani SPM,
pe;abat yang diben wewenang mengesahkan SPJ;
- pejabat yang diberi wewenang menandatangani SP2D:
- bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran:
bendahara pengeluaran yang mengelola belanja bunga, belanja =ubsidi, belanja
hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil, belanja banluan kKeuangan,
belanja tidak terduga, dan pengeluaran pembiayaan pada SKPKD:
g. bendahara penerimaan pembantu dan bendahara pengeluaran pemnantu SKPD,
dan
h. pejabat lainnya dalam rangka pelaksanaan APBD.
(2 Penetapan pejabat yang ditunjuk sebagai kuasa pengguna anggaran/kuasa
pengguna barang dilaksanakan sasuai dengan kebutuhan.
(3) Penetapan pejabat lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h,
ditetapkan olet Kepala SKPD.
i4) Pejabat lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mencakup :
a. Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK-SKFD) yang diben wewenang
melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD;
b. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK);
¢ pejabat yang diben wewenang menandatangani surat bukti pemungutan
pendapatan daerah;
d. pejabat yang diberi wewenang menandatangan bukti penarimaan kas dan bukti
penerimaan lainnya yang sah;
e. pembantu bendahara penerimaan dan/atau pembantu bendahara pengaluaran:
f. pejabat dalam rangka proses pengadaan barang dan jasa
(3} Penetapan pejabzt sebagaimana dimaksud ayat (2) dan ayat (4) dilaksanakan
sebelum dimulainya tahun anggaran berkenaan, dan bertanggung jawab atas

kewenangan sesuai tugas dan fungsinya dalam rangka pelaksanaan APED.

= 0 GO

Pasal 30

Dokumen yang digunakan dalam melaksanakan penatausahaan penenmaan daerah

terdini atas |

. Anggaran kas

. Dokumen Pelaksanaan Anggaran { DPA-SKPD)
Buku Kas Umum

. Rekapitulasi Penerimaan Harian

. Surat Ketetapan Pajak Daerah

Surat Ketetapan Retribusi Daerah

. Surat Tanda Setoran (S5TS)

. Bukti penerimaan lainnya yang sah

MNota kredit bukti setoran

Buku simpan bank

. Perincian Penerimaan per Rincian Obyek

Register Penerimaan Kas

-
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Pasal 31

Dukupmn yang digunakan dalam melaksanakan penatausahaan pengeluaran daerah
terdiri atas :

Anggaran Kas

Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA-SKPD)
Surat Penyediaan Dana

Register SPD

Surat Permintaan Fambavyaran terdiri atas

1. SPP Uang Persediaan (SPP-UF)

2. SPP Ganti Uang Persediaan (SPP-GU)

3. SPP Tambah Uang Persediaan (SPP-TU)

4. PP Langsung (SPP-LS)

Ll
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Register SPP

Surat Perintah Membayar (SPM)
Register SPM

Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)
Regsiter SP2D

Buku Kas Umum

Suku Simpanan Bank

Buku Panjar

Buku Pajak PPN/PPH

Register Penutupan Kas

Rincian Pengeluaran per Rincian Obyek

= IR o e B R el e~ o0

Bagian Kedua
Proses Penatausahaan Penerimaan

Pasal 32

(1) Pihak ketiga mengisi surat tanda bukti pembayaran berdasarkan surat ketetapan
pajak daerah {SKPD). Surat ketetapan retribusi daerah {SKRD). dan tanda bukdi
lainnya yang sah,

‘<) Bendahara penerimaan mengisi surat tanda setoran {STS) sebagai tanda bukf
penyetoran penermaan.

(3) Bendahara penerimaan menerima uang dan mencocokan aniara tznda bukti
pembayaran, Surat tanda setoran (STS), dan Surat ketetapsn pajak daerah
(SKPD), Surat ketetapan retribusi daerah (SKRD) atau tanda bukti penenmaan
lainnya yang sah.

(4) Bendahara penerimaan harus menyetor seluruh penerimaan kas ke rekening kas
daerah pada bank pemerintah yang di tunjuk oleh pemerintah daersh paling lambat
1 {satu) hari kerja setelah penerimaan uang kas.

Pasal 33

(1) Dalam hal setoran tidak melalui bendahara penenmaan, slip setoran/buky lainnya
yang sah dar wajb pajakiretribusi atas pembayaran ke bank pemeriniah vang di
tunjuk di sampaikan kepada bendahara penerimaan,

(2) Bendahara penenmaan mengisi surat tanda setoran (5TS) sebagal tanda bukt
penyetoran penerimaan.

(3) Bendahara penerimaan mencocokan antara slip setoran bank/bhukti lain yang =ah
dari wajib pajakiretribusi, Surat Tanda Setoran (STS) dan SKP-Dasrah. Surat
ketetapan retribusi daerah (SKRD) / tanda bukti penerimaan lainnya yang sah.

Pasal 34

(1) Bendahara penermaan wajib mempertanggungjawabkan secara administratif
ataspengelolaan uang yang menjadi tanggung jawabnya dengan menvampaikan
laporan  pertanggungjawaban  penerimaan kepada pengguna anygaranikuasa
pengguna anggaran melalui PPK-SKPD paling lambat tanggal 10 bulan
berkutnya.

(2) Bancdahara penerimaan wajib mempertanggungjawabkan secara furicsional atas
pengelolaan uang yang menjadi tanggung jawabnya dengan menyampaikan
laporan pertanggungjawaban penerimaan kepada PPKD selaku 3UD paling lambat
tanggal 10 bulan herikutnya.

Pasal 35
Penenmaan ke rekening kas daerah di anggap sah setelah kuasa BUD menarima surat

tanda setoran (STS) atau bukli penerimaan lainnya yang sah, dan tercatal dalam buku
kas umum daerah.



(1)

(2}

(1)

(2}

(3}
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Bagian Ketiga
Proses Penatausahaan Pengeluaran

Pasal 36

Proses Penatausahaan pengeluaran terdiri atas :

a Penatausahaan pembebanan Uang Persediaan(UF), Ganti Uang Fersediaan
(GU), dan Tambah Uang Persediaan (TU) yang diajukan dan dikelola
bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu.

b. Penatausahaan pembebanan langsung (1.S) yarg diajukan untuk psmbayaran
gaji dan tunjangan serta penghasilan lainnya sesuai dengan keientuan peraiuran
perundang-undangan yang dilakukan bendahara pengeluaran.

¢. Penatausahaan pembehanan fangsung (LS) yang diajukan untuk pembayaran
langsung kepada pihak ketiga berdasarkan kentrak dan/atau dokumen lainnya
yang sah setelah diperhitungkan kewajiban pihak ketiga sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang dilakukan ©pendahara
pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu dan diketahui cleh PPTHE.

Proses penatausahaan pembebanan langsung (LS) terdiri atas :

8. Penerbitan surat penyediaan dana (SPD)

b. Pengajuan surat parmintaan pembayaran (SPP)

¢. Penerbitan surat perintah membayar (SPM)

d. Penerbitan surat perintah pencairan dana (SP2D)

Proses penatausahazn pembebanan UP/GUITU terdir atas -

3. Penerbitan surat penyediaan dana (SPD)

b. Pengajuan surat permintaan pembayaran (SPP)

c. Penerbitan surat perintaly membayar (SPM)

d. Penerbitan surat perintah pencairan dana {SP2D)

e, Penggunaan uang persediaan

f. Perlanggungjawaban penggunaan uang persediaan (SPJ).

Paragraf 1
Surat Penyediaan Dana (SPD)

Pasal 37

PEKD selaku BUD dalam rangka manajemen kas menerbitkan SPUD dengan
mempertimbangkan penjadwalan pembayaran pelak--naan program dan kegiatan
yang dimuat datam DPA-SKPD dan anggaran kas.

Penyiapan draft SPD dilaksanakan oleh Kuasa BUD untuk ditandatang oleh PPKD
selaku BUD.

SPD yang diterbitkan terdiri atas 3 lembar, yaitu :

a. lembar 1 diterima oleh SKPD;

b. lembar 2 diterima oleh Pengawas Daerah;

¢ lembar 3 sebagai arsip PPKD selaku BUD

BUD mencatat SPD yang diterbitkan ke dalam register SPD

Pasal 38

F'angel_u aran kas atas beban AFBD dilakukan berdasarkan SPD atau dokumen lain
yang dipersamakan dengan SPD.

Pangmnan SPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan perbulan,
pertriwulan, atau persemester sesuai dengan ketersediaan dana.

Farmat SPD se_i:!a-;almana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam iampiran 1
peraturan bupati ini.

LE )



(1)

{2)

(1)

(2)

[3)

(4

—

(9]

(1)

(2]

(3}

(4]

Paragraf 2
Surat Permintaan Pembayaran (SPP)

Pasal 39

Berdasarkan SPD atau dokumen lain yang dipersamakan dengan SPD
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) bendahara pengealuaran /
bendahara pengeluaran pembantu mengajukan SPP  kepada pengguna
anggaran/kuasa pengguna anggaran melalui PPK-SKPD.

SFP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdii dari

a. SPP Uang Persediaan (SPP-UP);

b. SPP Ganti Uang (SPP-GUYJ;

¢, SPPF Tambahan Uang (SPP-TU); dan

4. SPP Langsung (SPP-LS)

Pasal 40

Penerbitan dan pengajuan dokumen SPP-UP sebagaimana dimaksud pada Pasal
28 ayat (2) huruf a diajukan untuk pengisian uang persediaan (revelving) yang
ditujukan bukan untuk pembayaran langsung.

Fenerbitan dan pengajuan dokumen SPP-UP dilakukan oleh bendshara

pengeluaran untuk memperoleh persetujuan dar pengguna angoaran melalui

FPK-SKPD.

Dokuman SPP-UP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari |

. surat pengantar SPP-UP (SPP 1);

. fingkasan SPP-UP (SPP 2):

. fincian SPP-UP (SPP 3}

. draft surat pernyataan untuk ditandatangani oleh pengguna anggaran/kuasa
pengauna anggaran yang menyatakan bahwa uang yang diminta tidak
dipergunakan untuk keperluan selain uang persediaan saat pengauan SP2D
kepada Kuasa BUL.

=PP-UP yang diajukan dibuat rangkap 3 {tiga), yaitu :

a. lembar pertama untuk kuasa BUD:

b. lembar kedua untuk PPK-SKPD; dan

¢ lembar ketiga untuk arsip bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran

pembantu,

Bendahara pengeluaran mencatat SPP-UP yang diajukan kedalam register SPP-

UPISPP-GLI/SPP-TU. '

OO o

Fasal 41

Penerbitan dan pengajuan dokumen SPP-GU sebagaimana dimaksud pada Pasal
38 ayat (2) huruf b diajukan untuk mengganti uang persediaan (revolvuing) yang
sudah digunakan,
SPP-GU sebagamana dimaksud pada ayat (2) disiapkan oleh Bendahara
Pengeluaran bersamaan dengan membuat Surat Pertanggungjawaban Uang
Persediaan (SPJ UP/GU periode sebelumnva).
Penerbitan dan pengajuan dokumen SPP-GU dilakukan cleh bendahara
pengeluaran untuk mempernleh persetujuan dan pengguna anggaran/Xuasa
pengguna anggaran melaivi PPK-SKPD dalam rangka ganti vang persediaan.
Dokumen SPP-GU sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari :
surat pengantar SPP-GU (SFP 1)
ringkasan SPP-GU (SPP 2);
rincian SPP-GU (3PP 3);
. surat pengesahan laporan pertanggungjawaban (SPJ) atas penggunaan dana
SPP- UPI/GU periode sebelumnya;
. buku kas umum;
buku pajak;

LOTw
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(51

(2}

(3

(1)
(2)

9. bukti transaksi yang lengkap dan sah serta telah lunas dibavar bendahara
pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu setelah disetujui pengguna
anggaran/kuasa pengguna anggaran,

h.draft surat pernyaiaan untuk ditandatangani oleh pengguna angyaranicuasa
pengguna anggaran yang menyalakan bahk .. uang yang diminta tidak
dipergunakan untuk keperluan selain ganti uang persediaan sazl psngaiuan
SP2D kepada Kuasa BUD;

i draft surat pernyataan tanggungjawab belanja GU untuk ditandatangani oleh
pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran; i

| surat setoran pajak {SSP) atas penggunaan dana SPP-UP/GU  pariode
sebelumnya.

SFP-GU yang digjukan dibuat rangkap 3 (tiga), yaitu

a. lembar pertama untuk kuasa BUD:

. lembar kedua untuk PPK-SKPD; dan

¢. lembar keliga untuk arsip bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran
pembantu.

Bendahara pengeluaran mencatat SPP-GU yang diajukan kedalar ragister SPP-

UP/SPP-GU/SPP-TU.

Pasal 42

Penerbitan dan pengajuan dokumen SPP-TU sebagaimana dimaksud pada Pasal

39 ayat (2) huruf ¢ diajukan untuk permintaan tambahan uang persediasn cuna

melaksanakan kegiatan SKPD yang bersifat mendesak dan tidak dapai digunakan

untuk pembayaran langsung dan uang persediaan.

Penerbitan dan pengajuan dokumen SPP-TU dilakukan oleh benoahara

perpgeiuaranmendaham pengeluaran pembantu untuk memperoleh persetujuan

dari pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran melalui PPK-SKPD dalam

rangka tambahan uang persediaan.

Dokumen SPP-TU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari -

a. surat pengantar SPP-TU (SPP 1);

b. ringkasan SPP-TU (SPP 2}

C. nncian rencana penggunaan TU (SPP 3):

d.draft surat pernyataan untuk ditandatangani cleh pengguna angoaran/kuasa
Pengguna anggaran yang menyatakan bahwa uang yang dimirta tidak
dipergunakan untuk keperluan selain tambahan uang persediazan saat pengajuan
SP2D kepada Kuasa BUD:

. surat yang memuat penjelasan keperiuan pengisian tambahan uang persediaan.

Pasal 43

Pertanggungjawan SPP-TU oleh bendahara pengeluaran/bendahara pangaliaran
pembantu diterbitkan SPP-TU nihil; ‘
Dokumen SPP-TU nihil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari

4. surat pengantar SPP-TU Nihil (SPI* 1);

b. ringkasan SPP-TU Nihil (SPP 2);

¢. rincian SPE-TU Nihil (SPP 3);

d. gL;}fgt _ﬁngesahan laporan pertanggungjawaban (SPJ) atas penggunasn dana

. buku kas umunt;
buku pajak;

- bukli transaksi yang lengkap dan sah serta telah lunas dibayar bendahara
pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu;

- graft surat pemystaan tanggungjawab belanja TU untuk ditandatangam oleh
pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran yang menyatakan bahwa uang
yang diminta tidak dipergunakan uniuk keperluan selain tambah Lang
persediaan saat pengajuar SPZD kepada Kuasa BUD:

b= S | -
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(1

(1)

(2]

(3)

L sural seloran pajak (5SP) atas penggunaan dana SPP-UPIGL periade

sebelumnya

Bukti transaksi dokumen SPP-TU nihil untuk belanja per jadaan tanah

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g, mencakup :

a Kwitansi bermeterai, yang ditandatangani pemilik tanah dan PPH sera

disetujui oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaian;

o Berita Acara penerimaan re-cheking tanah:

¢. Pengadaan tanah vang luasnya kurang dar 1 (satu) hektar dilengkapi
persyaratan daftar nominatif pemilik tanah yang ditandatangani oleh pengguna
anggaran;

. Surat Keputusan Bupati tentang penunjukan lokasi;

Pelepasan/penyerahan hak hak atas tanah/akta jual beli dihadapan PPAT:

Surat pelepasan hak adat (bila diperlukan);

. Fotocopy bukti kepemilikan tanah;

. 85P PPh final atas pelepasan hak;

SPPT PBE tahun transaksi;

Persetujuan pengadaan tanah untuk tanah yang luasnya iebih dari 1 (satu)

hektar,

. Surat Persetujuan harga, Surat Keputusan Bupati tentang besaran harga tanah,
Pernyataan dar penjual bahwa tanah tarsebut tidak dalam sengketa dan tidak
sedang dalam anggunan;

m.Pengadaan tanah yang luasnya lebih dari 1 (satu) hektar dilakukan dengan

bantuan Panitia Pengadaan Tanah (PPT) Kabupaten Bekasi dan dilengkapi
dengan daftar nominatif pemilik tanah dan besaran harga tanan yang
ditandatangani coleh Pengguna Anggaran dan diketahui aleih  Panitia
Pengadaan Tanah (PPT).

= ] ."'""I.'IJ-E
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Pasal 44

SPP.TU yang digjukan dibuat rangkap 3 (tiga), yaitu :

a. lembar pertama untuk kuasa BUD,

b. lambar kedug untuk PPK-SKPD; dan

¢, lembar ketiga untuk arsip bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran
pembantu.

Bendahara pengeluaran mencatat SPP-TU yang diajukan kedalam register SPP-

UP/SPP-GUSPP-TU
Pasal 45

Penerbitan dan pengajuan dokumen SPP-LS untuk pembayaran gaji dan ivnjangan
serta penghasilan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dilakukan
oleh bendahara pengeluaran guna mempercleh persetujuan pengguna angoaran
melalui PPK-SKPL. .

Cokumen SPP-LS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri gari -

a. surat pengantar SPP-LS (SPF 1),

b. ringkasan SPP-LS (SPP 2);

€. rincian SPP-LS (SPP 3); dan

d. lampiran SPP-LS.

Lampiran dokumen SPP-LS bendahara untuk pembayaran gaji dan iunjangan
sebagaimana dimaksud pada ayat {1) huruf a terdiri dari’:

a. pembayaran gaj induk;

. gaji susulan;

. kekurangan gaji;

d. gaji terusan;

€ uang duka wafatftewas yang dilengkapi dengan daftar gaj indukigaji
susulan/kekurangan gajifuang duka wafat'tewas:

f. SK CPNS;

g. SK PNS;



h. SK kenaikan pangkat;
I. SK jabatan |
| kenaikan gaj berkata;
K. surat pernyataan pelantikan; .
| surat pernyataan masih menduduki jabatan,
m. surat pemyataan melaksanakan tugas;
n. daftar keluarga (KP4):
o. fotokopi surat nikah;
p. fotokopi akte kalahiran;
g. suratl keterangan pemberhentian pembayaran (SKPP) gaiji;
r. daftar potongan sewa rumah dinas,
5 surat keterangan masih sekolah/kuliah;
t. surat pindah;
u. surat kematian:;
v. S5P PPh Pasal 21; dan i
w. Peraturan perundang-undangan mengenai penghasilan pimpinan dan anggota
DFRD serta gaji dan tunjangan BuaatiVWakil Bupati.
(4} Kelengkapan lampiran dokumen SPP-LS pembayaran gaji dan tunjangan
sebagaimana dimaksud pada ayat (4), digunakan sesual dengan paruntukannya.
(5) 5PP-LS pembayaran gaji dan tunjangan serta penghasilan lainnya yang diajukan
dibuat rangkap 3 (tiga), yaitu :
3. lembar pertama untuk kuasa BUD;
. lembar kedua untuk PPK-SKFPD; dan
¢. lembar ketiga untuk arsip bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran
pembantu.
(61 Bendahara pengeluaran mencatat SPP-LS yang diajukan kedalam register SPP-LS

Pasal 46

(1} Penerbitan dan pengajuan dokumen SPP-LS barang dan jasa diajukan untuk
pembayaran kepada pihak kstiga oleh bendahara pengeluaran/bendahara
pengeluaran pembantu guna memperaleh persetujuan pengguna anggaran/kusasa
pengguna anggaran melalui PPK-SKPD.

(2) PPTK menyiapkan lampiran dokumen permintaan pembayaran untuk pengadaan
barang dan jasa untuk disampaikan kepada bendahara pengeluaran/bendahara
pengeluaran pembantu dalam rangka pengajuan pemmintaan pembayaran,

(3) Dalam hal lampiran dokumen yang diajukan sebagaimana ayat (2} fidak lengkap,
bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu  mengembalikan
dokumen tersebut kepada PPTK untuk dilengkapi.

i4) Bendahara pengeluaran/bendahara pengelusran pembantu mengajukan SPP-LS
yang dilampiri dokumen permintaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada
ayat {(2) kepada pengguna anggaranfkuasa pengguna anguaran seleigh
ditandatangani PPTK guna mempercleh persetujuan pengguna anggaran/kuasa
pengguna anggaran melalui PPK-SKPD.

(5) Dokumen SPP-LS untuk pengadaan barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada
ayat (4) terdin dari

surat pengantar SPP-LS (SPP 1)

ringkasan SPP-LS (SPP 2);

rincian SPP-LS (SPP 3);

draft surat pemyataan untuk ditandatangani oleh penggura anggaran‘kuasa

pengguna anggaran yang menyatakan bahwa uang yang diminta tdak

dipergunakan untuk keperluan selain tambahan uang persadiaan saat
pengajuan SP2D kepada Kuasa BUD; dan:
@. dokumen bukti kelengkapan SPP-LS barang dan jasa vang disispkan oleh
PPTK.

(6} Dokumen bukti kelengkapan SPP-LS barang dan jasa sebagaimana dimaksud

pada ayat (5) huruf f terdiri dari

=T =
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a. Penagihan langsung 100% mencakup

1) surat pesanan/surat perintah kerja (SPK)/surat perjanjian (kontrak) antara
Pejabat Pembuat Komitmen dengan pelaksana pokensan  yang
MEncantumEan nomar rekening bank pelaksana pekerjaan:

2} benta acara penyelesaian pekerjaan;

3) berita acara serah terima barang dan jasa; :

4} berita acara pembayaran yang ditandatangani pelaksana pekeraan dan
pejabat pembuat komitmen, .

51 kwitansi bermeterai, notaffakiur yang ditandatangani pelaksana peligrjaan
dan PPTK serta PPK (apabila PPK ditunjuk). dan disetujui oleh pingguna
a aran/kuasa pengguna anggaran sera junas dibayar oleh bendahara,

a8l EE jaminan bgnﬁ?au yang dipersamakan yang dikeluarkan aleh bank
atau lembaga keuangan bukan bank;

7) dokumen lain yang dipersyaratkan untuk kontrak-konirak yarg dananya
sebagian atau seluruhnya bersumber dari penerusan pinfamanshibah luar
negeri,

B) berita acara pemeriksaan yang ditandatangani oleh pelaksana pekenaan
serta unsur panitia pemeriksaan barang berikut lampiran daflar barang yang
diperiksa;

) surat angkutan atau konosemen apabila pengadaan barang dilaksanakan di
luar wilayah kerja;

10) sural pemberitahuan potongan denda keterlambatan pekerjaan dari PPTK
apabila pekerjaan mengalami keterlambatan:

11) foto/buku/dokumentasi tingkat kemajuan/penyelesaian pekerjasr:

12) potengan jamsostek (potongan sesuai dengan ketentuan yany berlakuf/surat
pemberitahuan jJamsostek)

13} khusus  untuk  pekeijaan  konsultan yang  perhitungan harganya
menggunakan biaya personil (billing rate), berita acara prestasi kemajuan
pekerjaan cilampin dengan bukli kehadiran dari tenaga konsulian sesuai
pentahapan wakiu pekerjaan dan bukti penyewaan/pembeiian  alat
penunjang serta bukti pengeluaran lainnya berdasarkan rincian Jalam surat
PENAWSTEN.

14) Surat Setoran Pajak disertai fakiur pajak yang telah ditandatangani wajib
pajak atau bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran pembaniu;

b, Penagihan uang muka, mencakup Y

1) kwitansi bermeterai yang ditandatangani pelaksana pekeriaan dan PPTK
serta PPK (apabila PPK ditunjuk), dan disetujui oleh peEngguna
anggaran/kuasa pangguna anggaran serta lunas dibayar oleh bendahara:

Z) berita acara pembayaran yang ditandatangani pelaksana pekerjaan dan
pejabat pembuat komitmen:

3} surat perjanjian kera samafkonirak antara Pejabat Pembuat [tomitmen
dengan pelsksana pekeriaan yang mencantumkan nomor rekaning bank
pelaksana pekerjaan;

4) surat jaminan pelaksanaan dari bank atau yang dipersamakan yang
dikeluarkan oleh bank atau lembaga keuangan bukan bank:

2) potongan jamsostek (potongan sesuai aengan ketentuan yang berlzku/surat
pemberitahuan jamsostek):

B) Surat Setoran Pajak disertai faktur pajak yang telah ditandatangani wajib
pajak atau bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu,

c. Penagihan bertahap atau termin, mencakup :

1} kwitansi bermeterai, notalfaktur yang ditandatangani pelaksana pekenaan
dan PPTK serta PPK (apabila PPK ditunjuk PAJKPA), dan disatuyjp cleh
pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran sera |lunas dibayar oleh
bendahara;

2) berita acara pembayaran yang ditandatangani pelaksanz pskeqaan dan
pejabat pembuat kamitmen:

3} laporan kernajuan pakerjaan;

Y



4) surat perangan kerja samakontrak antara Pejabat Pembuat Komitmen
dengan pelaksana pekerjaan yang mencantumkan nomor rekening bank
pelaksana pekerjaan;

5) surat jaminan pelaksanaan dar bank atau yang dipersamakan yang
dikeluarkan oleh bank ata lembaga keuangan bukan bank:

&) potongan jamsostek (potongan sesuai dengan ketentuan yang berlaku/surat
pemberitahizan jamsostek),; _ R

7} Surat Setoran Pajak disertai faktur pajak yang telah ditandatanoani wajib
pajak atau bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran pambaniu;

(7] Kwitansi sebagaimana dokumen bukti kelengkapan SPP-LS barang dan jasa padal
ayat (B}, dinyatakan sah setelah SP2D diterbitkan dan dana dipindahbukukan dari
rekening kas dasrah ke rekening penerima.

(8} Dokurmen bukti kelengkapan SPP-LS barang dan jasa sebagaimana dimaksud
pada ayat (§), digunakan sesuai dengan peruntukannya.

(9) SPP-LS barang dan jasa yang diajukan dibuat rangkap 3, terdir dari -

a. lembar pertarma untuk kuasa BUD;

k. kembar kedua untuk PPK-SKPD; dan

c. lembar ketiga untuk arsip bendahara pengeluaran/bendahara pengaluaran
pambantu.

{10} Bendahara pengeluaran mencatat SPF yang diajukan ke dalam register SPP,

Pasal 47

Format SPP, draft surat pemyataan UPTU/GU, dan draft surat pemyataan
tanggungjawab belanja UP/TU/GL periode sebelumnya tercantum dalam Lampiran 2
Peraturan Bupati ini,

Paragraf 3
Perintah Membayar

Pasal 48

(1) PPK-SKPD atas nama pengguna anggaranikuasa pengguna anagaian melakukan
verifikasi dokumen SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, dan SPP-LS yang diajukan cleh
bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu, mencakup
a. meneliti kelengkapan dokumen SPP:

b. menguji kebenaran peruntukan dan perhitungan atas bukt] pengeluaran belanja
yang tercantuim dalam SPP;

. menghitung pengenaan pajak atas beban pengeluaran belanja, dan

d. menguji kebenaran permintaan pembayaran sesuai anggaran vang fersedia
dalam DPA-SKPD. &

(2) Dalam hal dokumen SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinvatakan
lengkap dan sah, PPK-SKPD menerbitkan SPM untuk ditandatangani oieh
pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran.

(3) Dalam hal dokurmen SPP sebagaimana dimaksud pada avat (1) dinyaiaran lidak
lengkap dan/atau tidak sah, pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran melalui
PPK-SKPD menolak menerbitkan SPM.

(4) Dalam hal pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran berhalangan, yang
bersangkutan dapat menunjuk peisbat yang diberi wawenzng  untuk
menandatangani SPM,

(5) Penunjukan pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetankarn dalam surat
keputusan bupati.

{6) Format verifikasi dokumen SPP sebagaimana dimaksud pasal 49 ayat (1)
tercantum dalarn Lampiran 3 Peraturan Bupati ini
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Fasal 48

(1) Penerbitan SPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat {2 paling lama 2
(dua) hari kera terhitung sejak diterimanya dokumen SPP. _
{2} Pengiakan penerbitan SPM sebagaimana dimaksud falam Pasal 46 ayat (3) paling

lama 1 {satu) han kera terhitung sejak diterimanya pengajuan SPF
i3] SPM yang digjukan dibuat rangkap 3, terdiri dari :
a. lembar partama untuk Kuasa BUD,
b. lembar kedua untuk PPK-SKPD;
c. lembar ketiga sebagai arsip bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran
pembantu.
(4) PPK-SKPD mencatat SPM yang diajukan ke dalam ragister SPM.
(3) FFK-SKPD mencatat penolakan penerbitan SPM ke dalam reqisier penolakan
penerbitan SPM.

Pasal 50

SPM yang telah diterbitkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 avat (1) dhajukan
kepada kuasa BUD untuk penerbitan SP2D.

Pasal 51

Format SPM sebagaimana dimaksud pada pasal 45 ayat (1) tercanturn dalarm Lampiran
4 Peraturan Bupati ini

Paragraf 4
Pencairan Dana

Pasal 52

(1) Kuasa BUD mensliti kelengkapan dokumen SPM-UP/GUITU dan SPM-LS yang
diajukan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran agar pengeluaran
vang diajukan tidak melampui pagu dan memenuh. gersyaratan yang diletapkan
dalam peraturan bupati ini.

(2} Dalam hal dokurmer SPM sebagairmana dimaksud dalam ayat {1) dinyatakan tidak
lengkap dan/atau tidak sah dan/atau pengeluaran tersebut melampzul  pagu
anggaran , Kuasa BUD menolak menerbitkan SP2D.

(3) Penclakan penerbilan SP2D sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) paling lama 1
(satu) han kerja terhitung sejak diterimanya pengajuan SPM.

{(4) Dalam hal dokumen SPM sebagaimana dimaksud dalam ayal (1) dinyatakan
lengkap dan sah, Kuasa BUD menerbitkan SP2D paling lama 2 (dua) hari kerja
terhitung sejak diterimanya dokumen SPM.

(5) Dalam hal Kuasa BUD berhalangan, yang bersangkutan dapat menunjuk pajabat
yang diben wewenang untuk menandatangani SP2D.

(6) Penunjukan pejabat sebagaimana dimaksud ayat (5) ditetapkan dalam surat
keputusan bupati.

Pasal 53

(1) Penerbitan SP2D terdiri atas 5 lembar yang terdiri -

. lembar 1 dikirim ke bank:

- lembar 2 dikirim ke Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran:

lembar 3 dikinm ke fungsi akuntansi SKPKD:

- lembar 4 arsip Kuasa BUD;
&. lembar 5 pertinggal,

(2) Kuasa BUD mencatat SP20 yang diterbitkan ke dalam Register SP20D, dan
mencatat penclakan penerbitan SP2D ke dalam surat register penclakan SP20.

{3) !;anﬂat SP2D sebagaimana pada ayat (1) tercantum dalarn Lampiran 5 Peraturan

upati ini,

O O oW
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FPasal 54

(1) Kelengkapan dohusnen SPM-UP sebagaimana dimaksud pada Pasal 50 ayat (1}

(2

(1)

(2]

{1}

(2]

untuk penerbitan SP20 mencakup ¢

2 sural pengajuan penerbitan SP2D-UP yang ditandatangani cleh kepala SKPD
selaku pengguna anggaran;

& surat keputusan penunjukan pengelola keuangan SKPD:

e SPP 1, SPP2. SPP 3

4. SPM-UF asli yang ditandatangani oleh kepala SKPD selaku pengguna
anggaran;

2 lembar verifikasi SPP-UP

f swal pernyataan fanggung jawab pengguna anggaranfiuasa pengguna
anggaran

Format surat pengajuan penerbitan SP2D-UP dan surat pernyatazsn fanggung

{awab pengguns anggaranvkuasa pengguna anggaran sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf a dan f tercantum dalarn lamgic~ - 5 Peraturar Bupali ini

Pasal 55

Helengkapan dokumen SPM-GU sebagaimana dimaksud pada Pasal £0 ayat (1)

untuk penerbitan SP2D mencakup :

8 surat pengajuan penerbitan SP2D-GU yang ditandatanyani  pengguna
anggaran/kuasa pengguna anggaran;

. 3PP 1, 8PP 2, SPP 3:

SPM-GU asli yang ditandatangani oleh pengguna anggaran;

- ferapitulasi rincian bukti pengeluaran belanja panggunaan dana UP/GL pefiode
sebelumnya yang ditandatangani pengguna anggaran/kuasa  pengguna
anggaran dan bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu;

&. lembar verifikasi SPP-GU

surat pernyataan pengajuan SMP-GU: dan

9. surat pemyataan tanggung jawab belanja yang ditandatangani pengguna

anggaranfkuasa pengguna anggaran.

Format surat pengajuan penerbitan SP2D-GU, dan rekapitulasi nncian  bukti

pengeluaran belanja sebagaimana dimaksud pada ayat {2) huruf a dan d tercantum

dalarn lampiran 7 Peraturan Bupati ini,

Pasal 56

o o0o

=ty

Kelengkapan dokumen SPM-TU sebagaimana dimaksud pada Pa. al 50 ayat (1)

untuk penerbitan SP20D mencakup -

3. sural pengajuan penerbitan SP2D-TU yang ditandatangani oleh pengguna
anggaranfkuasa pengguna anggaran:

b. SPP 1, SPP 2, SPP 3:

¢. SPM-TU asli yang ditandatangani oleh penggui. anggaran/kuasa pEngguna
anggaran;

d. surat yang memuat penjelasan keperuan pengisian tambahan uang parsediaan
{(pengajuan TU);

e, rexapitulasi rincian  bukti pengeluaran belanja penggunaan dasna TU yang
ditandatangani pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran dan oendahara
_prfjl;geruaran.fhendahara pengeluaran pembantu {(pertanggungjawsban dana

f. lembar verifikasi SPP-TU.

g. surat pernyataan pengajuan SPP-TU: dan

h. surat pernyataan fanggung jawab pengguna anggaran/kuasa  pengguna
anggaran

Format surat Pengajuan penerbitan SP2D-TU dan rekapitulasi rincian  bukti

pengeluaran belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 2 dan e

tercantum dalarn lampiran & Peraturan Bupati ini
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(1)

(2)

(1)

(2}

Pasal 57

Kelengkapan dokumen SPM-LS gaji dan tunjangan serts penghasilan lzirnya untuk

penerbitan SP20D. mencakup -

a8 surat pengajuan penerbitan SP2D-LS yang ditandatangsri olal pengguna
anggaran,

b-SHP 1, SPR2:83PP3:

c. SPM-LS asli yang ditandatangani oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna
EI'IQQEJ'EI'I; .

d. surat pernyataan langgung jawab belanja yang ditandatangani pengguna
anggaranf/kuasa pengguna anggaran;

2. lembar verifikesi SPP-LS;

f. daftar gajidafiar nominatif penerima.

Format surat pengajuan penerbitan SP2D-LS sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf a tercantum dalarn lampiran 9 Peraturan Bupati ini.

Pasal 58

Kelengkapan dokumen SPM-LS Barang dan Jasa untuk penerbilart SP20,
mencakup ; g
4. sural pengajuan penerbitan SP2D-LS barang dan jasa yang ditandatangani cleh
pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran;
b. SPP 1, SPP 2, SPP 3:
¢. SPM-LS asli yang ditandatangani oleh pengguna anggarani 1S3 pengguna
anggaran;
d. surat pernyataan tanggung jawab belanja yang ditandatangan pengguna
anggaran/kuasa pengguna anggaran;
. lembar verifikasi SPP-LS barang dan jasa
berita acara pembayaran;
. fingkasan kontrak;
- berita acara serah terima hasil pekerjaan.
Format surat pengajuan penerbitan SP2D-LS barang dan jasa, dan surat
pemyataan tanggung jawab pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan d tercantum calarn lampiran 10
Peraturan Bupati ini

T =D

Pasal 59

Tata cara pelaksanaan, penatausahasn dan pertanggungjawaban  pengeluaran
pemberian subsidi, hibah, bantuan sosial, dan bantuan kguangan. dan pengeluaran
pembiayaan dilakukan dengan tahapan sebagai berikut -

(1)

()

(3]

Setelah anggaran pengeluaran belanja DPA-PPKD ‘disahkan dan pemberian

ditetapkan dalam surat keputusan Bupati, kepala SKPD yang melaksanakan fungsi

pengeluaran terkait mengajukan permohonan pencairan kepada PPKD selaku BUD

melalui Bendahara Pengeluaran FPKD untuk diterbitkan SPP;

Kelengkapan dokumen permohonan pencairan sebagaimana dimaksud pada ayat

{1), mencakup :

a. surat Keputusan Bupati:

b. Naskah Perjanjian Hibah Dasrah/iNPHD (khusus untuk pemberian hibah)

c. surat pernyataan tanggung jawab mutlak yang ditandatangani dleh cenenma;
dan |

d. berita acara serah terima hak yang ditandatangani aleh kepala SKPD terkait dan
penerima.

Dalam hal kelengkapan dokumen permohonan pencairan sebagaimana dimaksud

pads ayat (2) dinyatakan tidak lengkap dan/atau tidak sah dan/atau pengeluaran

tersebut tidak tersedia anggaran dan/atau melampaui pagu anggsran, PPKD

menolak menerbitkan SPM.
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(4) Dalam hal kelengkapan dokumen permohonan pencairan sebagaimana dimaksud
dalarm ayal (2) dinyatakan lengkap dan sah, PPKD menerbitkarn SPM berdasarkan
SPF yang disampaikan Bendahara Pengeluaran PPKD.

(3} Berdasarkan SPM sebagaimana dimaksud pada avat {4), kuass BUD menerbitkan
SP2ZD dengan memindahbukukan dari rekening kas daerah kepeda rekening
panafima:

(&) Penerima dana sebagaimana dimaksud pada ayat (5) bertanguung jawab secara
fisik dan keuangan terhadap penggunaan dana yang diterima;

{7) Pertanggungjawaban atas penggunaan dana hibah disampaikan kepada Bupati
melaiui SKPD yang mengajukan permohonan pencairan.

Pasal 60

Tata cara pelaksanaan, penatausahaan dan pertanggungjawaban beianja kebutuhan

tanggap darurat bencana dilakukan dengan tahapan sebagai berikut

(1) Setalah pernyataan tanggap darurat bencana oleh kepala daerah, kepala SKPD
yang melaksanakan fungsi penanggulangan bencana mengajukan rencana
kebutuhan belanja (RKEB) tanggap darurat bencana kepada PPKDselaku SUD;

12} PPKD selaku BUD mencairkan dana tanggap darurat bencana kepada kepala
SKFD yang melaksanakan fungsi penanggulangan bencana paling lambat 1 (satu)
hari kerja terhitung sejak diterimanya RKB;

(3) Pencairan dana tanggap darurat bencana dilakukan dengan mekanisma TU dan
diserahkan kepada bendahara pengeluaran SKPD yang melaksanakan fungsi
penanggulangan bencana: -

{4} EI._ErIanja kebutuhan tanggap darurat bencana sebagaimana cimaksud ayat (1)
digunakan hanya untuk |
a. pencanan dan penyetamatan korban bencana;

b. pertclongan darurat;

¢, evakuast korban bencana;

d. kebutuhan air bersih dan sanitasi;

e. Kebutuhan pangan;

f. kebutuhan sandang;

g. pelayanan kesehatan: dan

h. penampungan serta tempat hunian sementara.

(5} Penanggulangan dana tanggap darurat bencana ssbagaimana pada avat (4) dicatat
pada buku kas umum tersendiri cleh bendahara pengeluaran pada SKPLD yang
melaksanakan fungsi penanggulangan bencana,

{8) Kepala SKPD melaksanakan fungs! penanggulangan bencana bertanggung jawab
secara fisik dan keuangan terhadap pengguna dana tanggap darural bencana vang
di kelolanya,

(V) Pertanggungjawaban atas penggunaan dana tanggap darurat disampailian oleh
kepala SKPD yang melaksanakan fungsi penanggulangan bencana kepada PPKD
dengan melampirkan bukti-bukti pengeluaran yvang sah dan lengkap senta surat
pernyataan tanggungjawab balanja

Paragraf §
Penggunaan Uang Persediaan

Pasal 61

{1} Penggunaan Uang Persediaan dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara, yailu
E. gengahara pengeluaran melakukan pembayaran tanpa melalu panjar,
. Bendahara pengeluaran melakukan pembayaran melalui pariar terlsi
el ¥ panjar terletih dahuly
(2) Uang_F‘ersediaan sehagaimana dimaksud ayat (1) diperuntukan untuk pembayaran
oelanja langsung, yaitu -
a. Belanja Pegawai:
b. Belanja Earang dan Jasa kebutuhan rutin SKPD dan tidak menambal; Aaset tefap;
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¢. Biaya Perjailan Dinas;
d. Belanja Tanah kecuali belanjz modal lainnya.

Pasal 62

Penatausahaan penggunaan uang persediaan tanpa Uang Panjar, yaitu :
{1}y PPTK mengajukan dokumen permmintaan pembayaran kepada Pengguna

Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran melalui Pejabat Penatausahaan Keuangan
SKPD.

{2} Pengajuan Dokumen di maksud pada ayat (1) terdiri dari

a. Belanja Pegawai -

1. Surat Keputusan dan atau Surat Perintah;

2. Daftar nominative penerima yang dibuat PPTK.

b. Barang dan Jasa yang dibayar melaui uang persediaan, dengan persyvaratan :

1. Bukti pembelian:

2. Kwitansi yang di tandatangani cleh pihak ketiga, Pejabat pelaksana teknis
kegiatan, Pengguna anggaran dan bendahara pengeluarzn

¢. Biaya Perjalanan Dinas, pertanggungjawaban biaya penjalanran dinaz terdin dari

1. Surat Tugas yang sah ditandatangani oleh Kepala SKPD atau pejaval jainnya
yang di delegasikan oleh kepala SKPD;

2. Surat perintah perjalanan dinas yang telah ditandatangani oleh pejabat
pembuat kemitmen dan pejabat di tempat pela).zanaan perizianan dinas atau
pinak terkait yang menjadi tempat tujuan perjalanan dinas:

3. Daftar nominatif perjalanan dinas atau tanda terima yang s&lenis yang ditanda

tangani oleh pengguna anggaran, bendahara pengeiuaran, Pembuat Daftar:

. Tiket pesawat, Boarding pass, airport tax, dan bukli pembayaran randa
trantransportasi lainnya; ]

- Daftar pengeluaran Riil sesuai dengan format terlampir;

. Bukii pembayaran hotel atau tempat menginap lainnya;

. Besaran biaya perjaianan dinas mengacu kepada standar biaya belanja
daerah kabupaten bekasi yang di atur dalam Keputusan Bupati

=~ th B

Pasal 63

Penatausahaan penggunaan uang persediaan melalui uang panjar, yaitu |

a,

Bendahara pengeluaran memberikan uang panjar kepada PFIK uniuk
melaksanakan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya berdasztkan nota
pencairan dana (NPD) yang telah di setujui oleh pengguna anggaran 2{au kuasa
pengauna anggaran. (format terlampir);

Pembukuan atas uang panjar di mulai ketika pemberian wang panjar darni
bendahara pengeluaran kepada PPTK  termasuk di dalamnya pencatatan atas
peranggung jawacan uang panjar yang di tenimanya;

Lampiran dokumen pertanggung jawaban belanja melalui uang paniar sama
dengan belanja tanpa uang panjar,

Pasal 64

Besaran pembayaran yang menggunakan uang persediaan akan di atur dalam surat
keputusan bupati tahun berkenaan.

BAB V
PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 65

(1) Bendahara penermaan pembantu dan bendahara pengeluaran pembantu

membuat laperan pertanggungjawaban atas pengelolaan uang kepada bendahara
bendahara disertai bukti-bukti yang sah,

|



{2) Penyampaian laporan pertanggungjawaban oleh bendahara pembanty kepada
Dendahara sebagaimana ayat (1) paling lambat tanggal 5 bulan berikutriya.

{3} Bendshara secara administratit mempertanggungjawabkan pengelclaan uang
kepada Kepala SKPD melalui PPK-SKPD paling lambat tangzal 10 bulan
bernkuinya.

(4] Dalam hal laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
telah sesuai, pengguna anggaran menerbitkan surat pengesahan laporan
pertanggungjawaban,

(5) Untuk tertib laporan pertanggungjawaban pada akhir tahun anggaran,
pertanggungjawaban bulan Desember disampaikan paling lambat tanggal

21 Dasember.
(6) Bendahara pada SKPD wajib mempertanggungjawabkan secara fungsional atas

pengelolaan uang yang menjadi tanggung jawabnya dengan menyampaikan
laporan pertanggungjawaban kepada PPKD selaku BUD palicg lainbal tanggal

10 bulan berikutnya.

(7) Penyampaian perianggungjawaban bendahara pengeluaran wecarz fungsional
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan setelah diterbitkan surat
pengesahan perfanggungjawaban pengeluaran oleh pengguna snggaran'kuasa
pengguna anggaran.

Pasal 66

Dalam melakukan verifikasi atas laporan nggungjawaban yang disampaikan, PPK-

SKPD berkewajiban | i b L ;

a. meneliti kelengkapan dokumen lapeoran pertanggunglawaban dan Seabsaban
bukti-bukti yang ditampirkan,

b. menguiji kebenaran perhitungan atas pengeluaran per rincian obiek yang teicantum
dalam ringkasan per rincian objek;

c. menghitung pengenaan PPN/PPh atas beban pengeluaran per rinician ohjed: dan

d. menguji kebenaran sesuai dengan SPM dan SP2D yang diterhithan periode

sebelumnya.
Pasal 67

(1) Pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran melakukan pemeriksaan kas yang
dikelola oleh bendahara sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 2 (tiga) bulan.

(2) Bendahara penermaan dan bendahara pengeluaran melakukan pemenksaan kas
yang dikelola oleh bendahara penetimaan pembantu dan bendahara pengeluaran
pembantu sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 3 {tiga) bulan.

{3} Pemeriksaan kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2} diuangkan
dalam berita acara pemeriksaan kas.

Pasal 68
Format pertanggungjawaban bendahara penerimaan/bendahara penerimazn pembantu
dan bendahara pengeluaran/bendshara pengeluaran pembantu tercantury dalarm
Lampiran Peraturan Bupati ini .

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP |

Pasal 59

H_al — hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini akan diatur dan
ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang:undangan.

i



Pasal 70

Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupsti Aekasi Nomor 5
Tahun 2013 tentang Penatausahaan Keuangan Daerah dicabut dan cinyatakan tidak

berlaku lagi.
Pasal 71

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan,
Agar setiap crang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peratiran

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Dakasi.

Ditetapkan di Cikarang Pusat
pada tangga! - 7 Desember =015
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